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ABSTRACT

There are two objectives of this study. The first obfective {5 to investigale whether there fs
difference between degree of commitment and use of regulation of decentraiization before and afler
socialization and technical assistant. The second ebjective of this study /s to identify, investigate,
analyze and formulale design of region financial information syslems. Refer to the first objective; the
il hypothesis of this study is that there is no difference between degree of commitment and use of
regulation of decentralization before and after socializalion and technival assistant. To test the

hypothesis mentioned above, Mann Whitney fs used to conelude whether the hypothesis can be
rejecied or nol.

The result of this study shows that the null hypothesis can be rejected on all of the cases. We
can also conclude that comparison between the old and the new design of region financial information
systems are very differences both on theory, paradigm, and law basis.

Keywords : commitment and use of regulation of decentralization; design of region financial
information systems

A. Latar Belakang

Fokus Isu penelitian adalah seberapa jauh dan bagaimana meningkatkan kualitas sikap dan
perilaku aparat pemerintah daerah (pemda), khususnya mengenal komitmen dan penggunaan aparat
pemda terhadap berbagal aturan Otda, khususnya aturan tentang sistem informasl keuangan daerah
(SIKD). Untuk mengetahul seberapa jauh dan bagaimana meningkatkan kualitas sikap dan perilaku
aparat pemda terhadap aturan tentang Otda, khususnya aturan tentang SIKD, penelitian Ini membagi
isu atau masalah penelitian ke dalam tiga titik waktu penglitian.

Titlk waktu penelitian 1 yang merupakan isu penelitian 1 adalah seberapa jauh tingkat komitmen
dan penggunaan aparat pemda terhadap aturan Otda, khususnya aturan tentang SIKD sebelum
rekonstruksi dan penyampaian rancangan SIKD baru. Tiik waktu penelitian 2 yang merupakan isu
penelitian 2 adalah model rekanstruksi rancangan SIKD apa dan bagalmana yang bisa disusun,
disampaikan dan dijadikan sebagai alat untuk meningkatkan kualitas komitrmen dan penggunaan aparat
pemda terhadap berbagai aturan Otda, khususnya aturan tentang SIKD. Titik waktu penelitian 3 yang
meriipakan isu penelitian 3 adalah seberapa Jauh tingkat komitmen dan penggunaan aparat pemda
terhadap aturan (Mda, khususnya aturan tentang SIKD sesudah rekonstruksi dan penyampaian
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rancangan SIKD baru, Maksud rekonstruksi dan penyampaian rancangan SIKD baru adalah penelit
melakukan kegiatan sosiallsasi dan pend ampingan teknis (lechnical assistant) kepada pengguna SIKD
mengenal apa dan bagaimana menggunakan dan mengrapkan rekonstruksi rancangan SIKD modern,
Penjelasan dan argumentasl yang mendasari isu penelitian 1, isu penelitian 2 dan isy penelitian 3
tersebut adalah sebagai berikut.

Perancangan SIKD tidak bisa dilepaskan dari sikap dan perilaku aparat pemda, oleh karena it
Isu penelitian 1 dan 3 adalah bagaimanakah aparatur pemda menslkapi, mempersepsl dan
menggunakan aturan Otda, khususnya aturan tentang SIKD dalam praktik seharl-hari. Aparatur pemda
adalah subjek penerima berbagal regulasi atau aturan Otda, khususnya aturan tentang SIKD. Ada
dugaan kuat bahwa sikap, persepsi dan pengounaan aparat pemda terhadap aturan Otda, khususnya
aturan SIKD, masih sangat minimal. Oleh karena hal ini, secara spesifik Isu penelitian 1 adalah seberapa
jauh tingkat komitmen dan penggunaan aparat pemda terhadap aturan Otda, khususnya aturan tentang
SIKD sebelum rekonstruksi dan penyampaian rancangan SIKD baru. Isu penelitian 3 adalah seb Brapa
Jauh tingkat komitmen dan penggunaan a parat daerah terhadap aturan Otda, kh ususiya aturan tentang
SIKD sesudah rekonstruksi dan penyampaian rancangan SIKD baru, Mengacu pada isu penelitian 2,
penelitian inl menghasilkan rekonstruksi rancangan SIKD modern, Maksud rekonstruksi dan
penyampalan rancangan SIKD baru adalah penelit mefakukan keglatan sosialisasi dan pendampingan
taknis kepada pengguna SIKD mengenal apa dan bagaimana menggunakan dan menerapkan
rekonstruksi rancangan SIKD modern.

Hal yang mendasari penelitian terh adap tingkat komitmen dan penggunaan a parat daerah terhadap
aturan Otda, khususnya aturan tentang SIKD adalah sebagai berikut. Sesuai dengan teori hubungan
kausalitas attifide dan befavioral Fishbeln dan AJzen (1975) yang ada di gambar B.1., argumentasi
yang menunjukkan keterkaitan antara komitmen dan penggunaan aparat pemda terhadap aturan Otda
adalan bahwa kualitas komitmen akan menentukan kualitas penggunaan {manfaat/benefit) Otda.
Komitmen aparal pemda terhadap aturan tidak bisa dipisahkan dengan bagaimana proses aturan
Otda tersebut ditetapkan. Aturan Otda, Khususnya aturan tentang SIKD sebagal basis penetapan
rancangan SIKD, yang ditetapkan dengan benar (sebagai faciitating conditions) akan meningkatikan
pemahaman dan persepsi yang benar, berarti juga meningkatkan kualitas komitmen yang tingai,
selanjutnya meningkatkan kualitas persepsi dan penggunaan aturan Otda, Apabila dua kandisi psikelogis
lentang komitmen di atas rendah, dapat diprediksi bahwa kinerja aparat pemerintah juga rendah,
demikian seballknya. Secara ringkas, hubungan rekonstruksi rancangan SIKD dengan sikap dan perilaku,
lihat gambar B.1.

Argumentasi yang mendasari penelitian yang bertujuan untuk memperoleh model rekonstruksi
rancangan SIKD modern yang cocok (fit) dan tepat (proper) bagi pemerintahan daerah pada ara Otda
sekarang ini adalah sebagai berikut. Pada masa pemerintahan sentralistik (orde baru), SIKD di seluruh
Indonesia diatur dalam undang-undang (UU) nomar 5 tahun 1874, dilengkapi dengan peraturan
pemerintah (PF) nomor § tahun 1975 dan peraturan pemerintah (PP} nomor & tahun 1975, Atas
dasar tiga aturan Ini, pemerintah pusat menerbitkan Surat Keputusan Menteri Dalam Meger No. 900—
089 tentang manual administrasi keuangan daerah (MAKUDA) pada tahun 1981 yang pada era
sekarang In! disebul sistem informasi keua ngan daerah (SIKD). Beberapa contoh farmuli dokumen,
dan mogel laporan pertanggung Jawaban keuangan daerah ada dalam MAKUDA. MAKUDA inilah yang
akhiritya menjadi pedoman atau manual yang berfungsi sebagal SIKD yang harus dijalankan sama/
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seragam bagi seluruh daerah di Indonesia, Pada dasarnya, SIKD lama (MAKUDA) memuat pedoman
mengenal bagaimana pemerintahan daerah harus memproses dan memutuskan perencanaan keuangan
daerah (Perda tentang APBD), melaksanakan keuangan daerah (APBD), dan memperianggung-
jawabkan keuangan daerah (APBD) daiam bentuk laporan pertanggungjawaban kepala daerah. Secara
ringkas, perbandingan dasar hukum dan model kenstruksi dan rekonstruksi rancangan SIKD, lihat
gambar B.2.

Seiring dengan jatuhnya orde baru yang berarti terjadinya perubahan dari sistem pemerintahan
yang sentralistik menuju pemerintahan desentralistik (Otda), pemerintah menetapkan berbagal aturan
Otda, khususnya aturan tentang SIKD, sebagal pengganti berbagai aturan tentang SIKD lama (MAKUDA).
Aturan pengganti ini harus menjadi basis perekonstruksian dan penetapan rancangan SIKD modern,
Berbagal aturan pengganti inl meliputi UU no. 22 tahun 1998, UU no, 25 tahun 1994, dilengkapi
dengan PP no, 104 hingga no. 110 tahun yang sama, yaitu tahun 2000, dan aturan lainnya.

Konsekwensi ditetapkannya aturan Otda, khususnya aturan tentang SIKD adalah setiap pemda
harus marekonstruksi dan menetapkan kemball rancangan SIKD baru sebagai ganti SIKD lama
(MAKUDA) sesual dengan kondisi daerah masing-masing. Kenyataannya adalah pemda tidak siap
untuk merekonstruks! dan menetapkan rancangan SIKD masing-masing. Ini bisa dipahami, sebab
untuk merekonstruksi dan menetapkan rancangan SIKD dibutuhkan kapasitas, kapabilitas, kemampuan
(skills) dan profesionalitas aparat pemda yang cukup memadal. Kapasitas, kapabllitas, kemampuan
dan profesionalitas aparat inilah yang sekarang tidak ada sehingga tidak siap untuk merekonstruksi
dan menetapkan , rancangan SIKD. Dengan kata lain, pada saat ini di seluruh Indonesia hampir terjadl
kekosongan berkaitan dengan SIKD modern yang bersifat desentralistik, Tanpa SIKD yang memadai
ini, pengelolaan keuangan Negara di daerah menjadi sulit untuk dipahami dan menimbulkan pertanyaan,
yaitu akuntabel dan fransparankah keuangan negara yang dikelola oleh pemerintahan daerah pada era
Otda saat ini?

Ketidakadaan SIKD dan kewsnangan yang besar yang dimiliki pemda, baik menyangkut
kewenangan pemerintahan (politik/kekuasaan) maupun kewenangan keuangan, membawa dampak
negatif yang |uga besar, Tanpa campur tangan pemerintah pusat, pemerintahan daerah mengelola
keuangan Megara yang berasal dari APBOD seluruh Indonesia pada tahun anggaran 2004 sebesar
kurang lebih Rp250.000.000.000.000 (dua ratus lima puluh trilyun rupiah) dengan tidak optimal. Dari
jumiah ini, sekitar 40% atau Rp 100.000.000.000.000,- (seratus trilyun rupiah) diperuntukkan bag
belanja rutin yang mencakup belanja pegawai dan belanja administrasi kantor pemda, Sekitar 60%
atau Rp 150.000.000.000.000,- (seratus lima puluh trilyun ruplah) untuk belanja proyek atau
pembangunan daerah yang sekarang disebut sebagal belanja keglatan dasrah. Jika vang negara sebesar
ini dikelola secara efisien, efektif, tanpa pemborosan dan pembocoran dan atas dasar prinsip good
dan clean government yang mengharuskan adanya SIKD yang memadal (it dan proger), bukan mustahil
masalah kemiskinan, kesempatan kerja, peningkatan keglatan ekonom| dan masalah lain dapat diatasi.

Dengan jumiah dan kekuasaan pengelolaan keuangan negara di daerah yang sangat besar,
namun tidak didukung oleh penggunaan SIKD modern dan tingkat kamitmen terhadap aturan Otda,
khususnya aturan tentang SIKD yang tidak memadai, maka dampak negatif berupa pelayan publik
(public services) yang berkualitas demikian rendah tak terhindarkan lagl, Fakta di lapangan/prakiik
menunjukkan bahwa pelayanan surat menyurat (contoh STNK, KTP Akte Kelahiran, IMB, dan lain-ain)
berjalan tidak efisien bahkan sering kall merupakan sumber 'pemerasan’ oleh aparat pemda. Belum
lagi masalah-masalah besar |ain yang juga tidak berjalan lebih efisien atau lebih baik dibanding pada
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masa orde baru. Masalah-masalah lain in adalah menyanakut aspek pertanian, perikanan dan kelautan,
kehutanan dan perkebunan, perindustrian dan perdagangan, perkoperasian, penanaman modal,
ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, sosial, penataan ruang, pemukiman,
pekerjaan umum, perhubungan, lingkungan hidup, kependudukan, olah raga, kepariwisataan, dan
pertanahan, Fungsi pemda untuk mendorong dan menfasilitasi berjalannya aspek-aspek ini tidak
berjalan sebagalmana mastinya.

Secara hipotesis dapat disimpulkan bahwa keuangan Negara dari APBD sebesar Rp
150.000.000.000.000,- (seratus lima puluh trilyun rupiah) berupa belanja pembangunan, seharus nya
bisa menjadi stimulan ataupun dorongan kegiatan ekonomi df daerah untuk mengurangl masalah
pengangguran, kemiskinan, ataupun meningkatkan keglatan ekonomi masyarakat. Kenyalaannya
adalah hal Ini tidak berjalan sebagaimana mestinya, tidak efisien dan tidak optimal pemanfaatannya,
bahkan telah banyak diselewengkan atay dikorupsl, Fakta dalam praktik menunjukkan bahwa banyak
berkas-berkas pertanggungjawaban keuangan telah tersusun rapl (bahkan sering kali Juga tidak rapi)
namun proyek/pembangunan/keglatan pada dasarnya tidak ada atau fikiil. Fakta Empiris lainnya
menunjukkan bahwa sekarang ini sebagian kasus korups| yang dilakukan legislatif (DPRD) telah mulaj
dimintakan pertanggungjawabannya melalul institus| pengadilan. Bisa dinyatakan bahwa kasus-kasus
korupsi DPRD ini merupakan kasus-kasus korupsi yang jauh lebih kecil dibanding keadaan sebenarnya.
Prosentase kuantitas anggota DPRD yang sekarang menjadi sorotan publik darl seluruh anggota DPRD
di seluruh Indonesia masih terlampau kecil, yaitu hanya sekitar 2,5% (Suara Merdeka, 23 Agustus
2004, hal. 3). Belum lagl kasus korupsi yang dilakukan oleh eksekutif (aparat pemda) yang luput atau
tidak menjadi sorotan publik,

Dari uraian di atas dapat disimpulkan dua hal yaitu (1) pada saat Ini tidak ada SIKD daerah yang
memadal sebagai akibat ditetapkannya berbagai aturan Otda, khususnya aturan tentang SIKD, (2)
dampak negatif yang lebih besar sebagai akibat tidak adanya SIKD yang memada, dibanding manfaat
atas ketetapan Otda. Jadi dalam jangka pendek (masa transis), Otda di Indonesia merupakan keputusan
politik yang lebih banyak membawa dampak negatif (cost) dibanding dampak positifnya (manfaat/
benefit). Dalam jangka panjang (masa yang tidak teraly lama), secara teoritis, Otda di Indonesia
seharusnya merupakan keputusan politik yang jauh lebih banyak membawa dampak positif (manfaat/
benefit) dibanding dengan dampak negatif (cost). Inl bisa tercapal apabila segala usaha dari seqala
lapisan masyarakat termasuk masyarakat perguruan tinggl dilakukan secara simultan untuk
memperbaiki jalannya Otda. Oleh karena penelitian ini berfdkus pada SIKD sebagai media untuk
menciptakan pemerintahan daerah yang bersin, benar. dan transparan; pertanyaan atau isu penelitian
2 adalah model rekonstruksi rancangan SIKD apa dan bagaimana yang bisa disusun, disampalkan
dan dijadikan sebagal alat untuk meningkatkan kualitas kemitmen dan penggunaan aparat pemda
terhadap berbagai aturan Otda, khususnya aturan tentang SIKD. Hasll yang diharapkan atas solusi
terhadap Isu penelitian 2 adalah pengelolaan keuangan Negara di daerah menjadl akuntabel dan
transparan. Dampak selanjutnya adalah terjadinya proses penghliangan dampak negatif Otda, sehingga
tercipta pemerintahan daerah yang berprinsip pada good, clean dan transparent government.

B. Perumusan Masalah dan Manfaat Penelitian

Dari uralan yang ada di bagian Latar Belakang, kesimpulannya adalah bahwa (1) Otda bukanlah
sabuah proses sekall jadi, melainkan proses yang membutuhkan wakty dan berbagal faktor pendukung,
Faktor pendukung meliputi (a) sikap dan perilaku aparat pemda terhadap Otda, khususnya pada SIKD
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modern, dan (b) rekonstruksi rancangan SIKD modern yang memadal (fit dan proper). {2) Saat ini,
Otda lebih banyak memberikan dampak negatif (cost), baik kepada aparat pemda maupun kepada
masyarakat luas. (3) Akuntabllitas dan derajad transparansi pelayanan publik oleh aparat pemda menjadi
pertanyaan besar bagl masyarakat.

Atas dasar kesimpulan di atas, rumusan masalah penelitiannya adalah (1) Seberapa jauh tingkat
komitmen dan penggunaan aparat pemda terhadap aturan Otda, khususnya aturan tentang SIKD
sebelum dan sesudah rekonstruksi dan penyampalan rancangan SIKD baru. Maksud rekonstruksi
dan penyampaian rancangan SIKD baru adalah penelitl melakukan kegiatan sosialisasi dan
pendampingan teknis kepada pengguna SIKD mengenai apa dan bagaimana menggunakan dan
menerapkan rekonstruksi rancangan SIKD; dan (2) Model rekonstruksi rancangan SIKD apa dan
bagaimana yang bisa disusun, disampalkan dan dijadikan sebagal alat untuk meningkatkan kualitas
komitmen dan penggunaan aparat pemda terhadap berbagai aturan Otda, khususnya aturan tentang
SIKD.

Mengacu pada rumusan masalah, penelitian ini diharapkan mempunyal kegunaan atau manfaat
atau kontribusi bagi berbagal pihak, Pihak-pihak Ini adalah {a) teoritisi yang berkepentingan terhadap
teori kausalitas antara affifude dan behavior, maupun teoritisl yang berkepentingan dengan bidang
sistem informasi, khususnya SIKD, dan (b) praktisi pembuat kebijakan, maupun praktisi pengguna
aturan Otda, khususnya aturan tentang SIKD.

Output penelitian ini merupakan bagian dari pengembangan dan penguijian teori psikoiogi sosial,
Bagi para teorilisi, baik di bidang aplikatif seperti akuntansl, keuangan, sistem informasi maupun iimu
murmi seperti bidang psikologl (khususnya pslkelogi sosial), sosiologi, dan bahkan mungkin antropologi,
proses penelitian maupun hasll penelitian ini dapat dijadikan referens! mengingat masih terbatasnya
penelitian-penelitian seperti ini di Indonesia. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa penelitian ini
mempunyai kontribusi yang besar bagl pengembangan maupun ektensi bidang aplikatit seperti
akuntansi, keuangan dan sistem informasi, mapun llmu murni seperti bidang psikologi (khususnya
psikologl sosial), sosiologl, dan bahkan mungkin antropologi.

Bagl pihak praktisl, output penelitian Ini merupakan pedoman bagi aparat pemda dalam
menerapkan model manajemen baru (penyusunan APBD, perubahan APBD, pelaksanaan APBD, dan
aspek manajemen lain) yang dinyatakan dalam berbagal peraturan tentang Otda. Bagi praktisi perumus
dan penentu kebijakan, hasil penelitian inl dapat dijadikan Input dalam mengevaluasi, mengandalikan,
menginvestigasi, umpan balik (feed back),- dan memperbaiki proses penggunaan aturan Otda,
khususnya aturan tentang SIKD, secara berkerlanjutan (continuous improvement). Dengan asumsi
bahwa kebijakan Otda bukan proses sekali jadi, melainkan proses berkelanjutan yang membutuhkan
slstem monitoring yang cukup, maka proses dan hasil penelitian menjadi sangat krusial dan esensial,

C. Landasan Teori dan Pengembangan Hipolesis
Di sub bagian inl, dijelaskan dua hal, yaitu (1) teori sebagai basis landasan pengembangan
hipotesis, dan (2) pengembangan hipotesis. Secara umum dan ringkas, landasan teori tercermin
pada dua gambar, gambar B.1. dan B.2. Gambar B.1. merupakan jawaban teoritis bagi isu penelitian
1 dan Isu penelitian 3, sedang gambar B.2. merupakan jawaban teoritis bagl isu penelitian 2.
Integrasi dan keterpaduan antara pengembangan praktik yang dalam penelitian ini berupa produk

teknologi, rancangan SIKD, dengan pengembangan teori hubungan kausailitas sikap dan perilaku
tampak pada gambar B.1, berikut.
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Secara umum, gambar B.1. menunjukkan teori hubungan kausalitas antara sistem informasi,
sikap, dan perilaku. Dari gambaran umum Ini, penelit mengembangkan letak rekonstruksi rancangan
SIKD dalam teori hubungan kausalltas antara sistem Informasi, sikap, dan perilaku. Berdasar pada
hubungan letak rekonstruksi ranacangan SIKO dengan teori kausalitas antara sistem informasi, sikap,
dan perllaku, gambar B.1. bisa disebut sebagal rekonstruksi rancangan SIKD berbasis pada teor
perilaku. Rekonstruksi rancangan SIKD berbasis pada teorf perilaku berkedudukan dan berfungsi
sebapal salah satu bentuk facilitating conditions yang diestimasi meningkatkan kualitas Sikap dan
perilaku aparat pemda terhadap aturan Otda, khususnya komitmen dan penggunaan aparat pemda
terhadap SIKD.

Selain hal di atas, gambar B.1. merupakan model kon septual atau model teoritis (model perubahan
sosial) yang diidentifikasi, dikembangkan, dianalisis dan dirumuskan atas dasar berbagai penelitian
dan teori-teori perubahan sosial yang telah terumuskan terdahuly, Madsl konseptual dasar yang
dirumuskan dan digunakan dalam penelitian ini dikembangkan atas dasar teori tindakan logis {theory
of reasoned action) yang dikembangkan oleh Fishbein dan Ajzen (1975), Teori memodelkan perilaku
nyata seseorang sebagai fungsi keinginan berperilaku (behavior Intentions). Keinginan berperilaku
seseorang ditentukan oleh sikap dan perilaku, dan juga ditentukan oleh seperangkat norma-norma
subjektif tentang perilaku yang dimaksud. Sikap sesorang terhadap perilaku spesifik merupakan fungsi
komitmen dan evaluas! subjektit seseorang terhadap norma-norma. Jadi perilaku Seseorang merupakan
fungsl komitmen dan motivasi untuk memenuhi norma tersebut. Dalam penelitian Ini yang dimaksud

dengan komitmen adalah komitmen aparat pemda terhadap aturan Otda, khususnya aturan tentang
SIKD.

JURMNAL MAKSI
Vol, 5 No. 2 Apustus 2005 175 - 133




Secara teoritis, komitmen aparat pemda terhadap aturan Otda bisa dikelompokkan ke dalam 3
(tiga) bentuk komitmen yaitu, (a) komitmen affective, (b} komitmen continuance, dan (c) komitmen
normative (Meyer dan Allen 1991), Komitmen affective adalah komitmen dan yang terkalt dengan
pembentukan perasaan emosional seseorang terhadap sesuatu yang disebabkan karena orang tersebut
mengldentifikasi adanya tujuan sesuatu tersebut dan orang tersebut berkeinginan untuk membantu
mencapal tujuan sesuatu tersebut.

Komitmen continuance adalah komitmen dan yang terkait dengan keinginan seseorang untuk
memelihara hubungannya terhadap sesuatu, karena bila orang tersebut meninggalkan hubungannya
tarhadap sesuatu tersebut, biaya (cost) yang muncul jauh lebih besar dibanding fika tetap memelihara
hubungan, Jadl komitmen jenis inl ada, bukan karena perasaan emosional orang tersebut. Komitmen
normative adalah kondisi seseorang untuk tetap tinggal pada situasi sesuatu, karena orang tersebut
merasa sudah seharusnya dia berada dalam situasi sesuatu tersebut, Pengertian komitmen dalam
penelitian ini berkaitan dengan (a) kondisi psikologis aparat pemda yang dikarakterkan oleh pemahaman
aparat pemda terhadap aturan Otda; dan (b) kondist psikologis aparat pe rmda yang mempunyal implikasi
terhadap keputusan aparat pemda, yaitu apakah akan menggunakan aturan Otda atau tidak mengunakan
aturan Otda.

Model teori tindakan Iogis yang dikembangkan dan dirumuskan oleh Fishbein dan Ajzen (1975)
di atas merupakan model teori yang menjadi dasar untuk mengembangkan dan merumuskan model
penelitian bagl penelitian inl. Secara lebih rinci, model penelitian ini selanjutnya merupakan model
penelitian teoritis yang menjelaskan dan memprediksi bagaimana aparat pemda menerima seperangkat
peraturan Otda, khususnya berkaltan dengan perekenstruksian rancangan SIkD, yang demikian luas
dan kompleks. Sedemikian luas dan kompleksanya aturan Otda, khususnya berkaitan dengan
perekonstruksian rancangan SIKD inl, sehingga untuk memahami dan menerapkan tlalam praktik
kerja sehari-harl, dibutunkan kemampuan dan skills teknis tertentu

Jika gambar B.1. di atas merupakan jawaban teoritls bagl isu penelitian 1 dan Isu penelitian 3,
gambar B.2. di bawah berikut merupakan jawaban teoritis bagi isu penelitian 2, Secara umum, gambar
B.2. menunjukkan perbandingan konstruksi dan rekonstruksi rancangan SIKD yang menjadl dasar
dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban (laporan) APBD. Gambar B.2. juga
menunjukkan perubahan paradigma SIKD,

Tampak pada gambar B.2. bahwa konstruksi rancangan SIKD lama (MAKUDA) merupakan SIKD
yang dikonstruks! oleh pemerintah pusat berdasar pada aturan-aturan yang juga ditetapkan oleh
pemerintah pusat dan berlaku secara seragamy/sama untuk seluruh daerah kabupaten, kota, dan propinsi
dl Indonesia. Kantras dengan rancangan SIKD lama adalah bahwa rekonstruksi rancangan SIKD modern
harus didasarkan pada berbagai faktor, yaitu (a) SIKD lama (MAKUDA), (b) aturan Otda, khususnya
aturan tentang SIKD, (c) aturan lokal daerah, (d) literatur SIKD modern, dan (g) teori hubungan kausalitas
antara sikap dan perilaku dalam perancangan SIKD modem. Kontras lainnya adalah SIKD modern ini
berlaku beragam sesual dengan kondisi masing-masing daerah. Inilah yang dimaksud dengan
perubahan paradigma. Jadi perubahan paradigma adalah perubahan dari proses konstruksi SIKD
lama yang hanya mendasarkan pada aturan dan berlaku seragam, menuju rekonstrukst rancangan

SIKD baru berdasarkan pada berbagai fakior dan berfaku beragam sesuaj dengan kondisi masing-
masing daerah.
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JTAWABAN APRD TAWABAN APBD

Gambar B.2. Perbandingan Dasar Hukum dan Model Rekonstruksi Rancangan
SIKD @ Perspektif Perubahan Paradigma

Atas dasar isu penelitian yang telah dijelaskan di bagian Latar Belakang dan Landasan Teori di
atas, berikut dirurnuskan hipotesis. Ada dua isu penslitian pokok dalam penelitian ini, yaitu (1) Seberapa
jauh dan bagaimana meningkatkan kualitas aspek sikap aparat pemda, khususnya mengenai aspek
xomitmen dan penggunaan aparat pemda terhadap berbagai peraturan perundang-undangan tentang
Otda, khususnya aturan tentang SIKD; dan (2) rekonstruksi rancangan SIKD apa dan bagaimana yang
cocok () dan memadai (proper) untuk satu pemerintahan daerah pada masa perubahan (Otda)
sekarang ini.

Jawaban tentatif atau hipotesis atas dua masalah penelitian tampak pada gambar B.1. dan
gambar B.2. sebagal landasan teori, Afas dasar gambar B.1,, jawaban tentatif atau hipotesis terhadap
Isu peneliian 1 dan isu penelitian 3 adalah bahwa rekonstruksi rancangan SIKD yang tepat dan benar
yang mencerminkan adanya perubahan paradigma {dari sentralistik/seragam ke desentralistik/
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keberagaman) adalah proses rekonstruksi dan penetapan rancangan SIKD yang mempertimbangkan
dan berdasarkan secara cermat pada feor hubungan kausalitas antara atlitude dan behavior manusia
dalam rekonstruksi dan penetapan rancangan SIKD terssbut.

Rekonstruks! dan penetapan rancangan SIKD harus dipandang sebagai bagian dan upaya
memanipulasi faktar yang berperan besar dalam meningkatkan kualitas aspek komitmen, selanjutnya
akan meningkatkan penggunaan aturan tentang SIKD, Tujuan manipulasi terhadap faktor ini adalah
untuk menciptakan penfasilitasan kondisl (facilitating conditions) yang memadal yang merupakan
upaya meningkatkan komitmen aparat pemda terhadap aturan Otda, khususnya berkaitan dengan
aturan tentang SIKD. Lihat kembali gambar B.1, Dengan telah adanya SIKD sebagal syarat munculnya
penggunaan (precursors of ulilization) SIKD modern, maka perubahan sikap dan perilaku terhadap
SIKD bukan merupakan hal yang mustahil, Selanjuinya dapat diharapkan adanya dampak kinerja aparat
pemerintah yang selanjutnya meningkatkan kinerja pemerintahan daerah secara keseluruhan. Atas
dasar uraian ini, rumusan hipotesisnya adalah:

Ho: Tidak ada perbedaan yang signifikan antara tingkat komitmen dan penggunaan aturan Otda,

khususnya aturan tentang SIKD sebelum dan sesudah rekonstruksi dan penyampalan rancangan

SIKD baru.

D. Metode Penelitian

Penelitian ini bisa dikategorikan sebagal penelitian eksperimen murni. Ada 3 wakiu dalam
eksperimen ini, yaitu titik waktu (a) sebelum, (b) saat, dan (c) sesudah sosialisasi dan bimbingan
teknis kepada pengguna SIKD mengenal apa dan bagaimana mempersepsikan, mensikapi,
menggunakan dan menerapkan rekonstruksi rancangan SIKD modsrn. Penelitian eksperimen ini
berkaitan dengan isu penelitian 1 dan isu penslitian 3.

Pada titik waktu sebelum sosialisasi dan bimbingan teknls, penelit melakukan pengukuran
mengenal tingkat komitmen dan penggunaan aturan Otda, khususnya aturan SIKD. Demiklan halnya
pada titlk waktu sesudah soslalisasi dan bimbingan teknis, peneliti juga melakukan pengukuran
mengenal tingkat komitmen dan penggunaan aturan Otda, khususnya aturan SIKD. Jadi, ada lrealment,
yaitu apa dampak sosialisasi dan pendampingan teknis kepada pengguna SIKD mengenai apa dan
bagaimana mensikapl, mempersepsikan, menggunakan dan menerapkan rekonstruksi rancangan SIKD
modern pada tingkat komitmen dan penggunaan aturan Otda, khususnya aturan SIKD.

Sedang berkaitan dengan Isu penelitian 2, penslitian bisa dikategorikan sebagal penelitian
operalional/action. Atas dasar berbagal faktor, peneliti menyusun rekonstiruks| rancangan SIKD
modern, Berbagai faktor meliputi (a) pustaka relevan tentang SIKD modern, (b) pustaka relevan tentang
teorl kausalitas attitude dan behavior, khususnya tentang komitmen dan penggunaan aparat pemda
terhadap aturan Otda, khususnya aturan tentang SIKD, (c) aturan-aturan lama dan baru tentang SIKD,
(d) aturan-aturan lokal tentang SIKD, dan (g) SIKD yang sedang heriaku dan berjalan yang digunakan
dalam kerja seharl-hari.

Tidak semua aspek sikap aparat pemda terhadap aturan Otda, khususnya terhadap SIKD
sebagaimana tampak pada gambar B.1. diteliti. Oleh karena itu, langkah-langkah penelitian untuk
menjawab isu penelitian 1 dan isu penelitian 3 ataupun hipotesis meliputi (A) Identitikasi, analisis
dan tinjauan fiteratur teoritis tentang hubungan kausalitas antara sikap dan periiaku aparat pemda,
khususnya komitmen dan penggunaan terhadap aturan baru Otda, khususnya aturan tentang SIKD;
(B) Pengukuran dan analisls terhadap tingkat komitmen dan penggunaan terhadap aturan baru (tda,
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khususnya aturan tentang SIKD sebelum dan sesudah sosialisas! dan pendampingan (fechnical
assistant) kepada pengguna SIKD mengenai apa dan bagaimana menggunakan dan menerapkan
rekonstruks| rancangan SIKD modern; (C) Perekonstruksian, penyusunan, penetapan dan penyampalan
rancangan SIKD, Rekonstruksi dan penyampaian rancangan SIKD ini harus dipandang sebagal bagian
dari penfasilitasan kondisi {facilitating conditions) yang merupakan upaya agar terjadi peningkatan
komitmen aparat pemda terhadap aturan Otda, khususnya aturan tentang SIKD, selanjutnya terjadl
peningkatan kualitas penggunaan aturan Otda, khususnya aturan tentang SIKD. Langkah penelitian ini
sama dengan langkah penelitian di poin g., yang berkaitan dengan Isu penelitian 2.; (D) Sesialisasi
dan pendampingan teknis kepada pengguna SIKD mengena apa dan bagaimana mensikapi,
menggunakan dan menerapkan rekonstruksi rancangan SIKD modem: dan (E} Pembandingan tingkat
komitmen dan penggunaan terhadap aturan baru Otda, khususnya aturan tentang SIKD sebelum dan
sesudah sosialisasi dan pendampingan kepada pengguna SIKD mengenai apa dan bagaimana
mensikapi, menggunakan dan menerapkan rekonstruksi rancangan SIKD modern.

Mengacu pada gambar B.2., langkah-langkah penelitian untuk menjawab isu penelitian 2, meliput
(A) Identifikasi, analisis, dan penyimpulan-penyimpulan terhadap (a) berbagal aturan lama (UU no. 5
tahun 1974, PP no. § tahun 1975 dan PP no, 6 tahun 1973) berkaitan dengan rancangan SIKD lama
yang disebut manual administrasi keuangan dagrah/MAKUDA 1981 (b) manual atau buku pedoman
SIKD lama (MAKUDA 1881); (c) praktik SIKD lama (MAKUDA, 198 1) yang sedang berlaku dan berjalan:
(d) berbagai aturan baru (UU no. 22 tahun 1999, UU no. 25 tahun 1999, PP nio. 104 tahun 2000, PP
no. 105 tahun 2000, PP no. 106 tahun 2000, PP no. 107 tahun 2000, PP no. 108 tahun 2000, PP no,
109 tahun 2000, PP no. 110 tahun 2000, dan lainnya) berkaitan dengan rekonstruksi rancangan
SIKD; dan (e} literatur teoritis berkenaan apa dan bagaimana melakukan rekanstruksi rancangan SiKD
modern.; (B) Pembandingan, analisis, dan penyimpulan-penyimpulan terhadap aturan lama {UU no.
5 th. 1974, PP no. 5 th. 1975 dan PP no. 6 th, 1975) dan aturan baru (UU no, 22 th. 1999, UU no. 25
th, 1999, PP no. 104 th. 2000, PP no. 105 th, 2000, PP no. 106 th. 2000, PP no, 107 th 2000, PP no.
108 th. 2000, PP no. 109 th. 2000, PP no. 110 th, 2000, dan aturan |lainnya).; dan (G) Perekonstruksian,
penyusunan, penetapan, dan penyampaian rancangan SIKD modern sebagal ganti SIKD lama (MAKUDA,
1881), Langkah penelitian ini sama dengan langkah penelitian di poin ¢., yang berkaitan dengan isu
penelitian 1 dan 3. :

Atas dasar uraian di atas, metode penslitian yang digunakan dalam penelitian ini mellputi dua
hial pokok, yaitu (1) kajian empiris dan (2) kajlan teoritis. Oleh'karena itu, data yang diperiukan dalam
penelitian berarti mempunyai dua karakteristik data, yaitu data primer dan data sekunder, Data primer
disurvei dan diperoleh di Kabupaten Indragirl Hilir. Penelitian dilakukan selama tahun 2003. Lntuk
menjawab isu penelitian 1 dan 3, data primer yang dihimpun meliput:

1. Data demografi responden yang ferlibat dalam rekonstruks| rancangan dan pengounaan SIKD.
2. Data tingkat komitmen dan penggunaan aturan Otda, khususnya tentang SIKD,

Data primer tersebut diperoleh dangan cara melakukan survel lapangan di tempat praktik kerja
sehari-hari terhadap aparat pemda yang terlibat dalam rekonstruksi rancangan dan penggunaan SIKD,
Aparat pemda meliputi sekretaris daerah dan DPRD, kepala badan, kepala dinas, dan pimpnan-pimpinan
operasional merupakan sampel penelitian, Mereka akan diminta untuk ma njawab (self rating) berbagal
pertanyaan yang diukur dengan skala Likert. Untuk mengukur tingkat komitmen, penelitian ini
menggunakan 15 item yang dikembangkan oleh Modway et al, (1879) dengan skala 1 hingga 7.
Sedang untuk mengukur tingkat penggunaan aturan Otda, khususnya aturan tentang SIKD, penelitian
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inl menggunakan 18 item yang dikembangkan oleh Dunham et al.'s (1989} dengan skala 1 hingga 7.
Perlu dinyatakan bahwa kedua instrument dimodifikasi seperlunya sesual dengan keadaan dan tujuan
penelitian ini. Adanya tiga titik wakiu peneliian, maka tingkat dan perkembangan komitmen dan
penggunaan aturan Otda, khususnya aturan tentang SIKD dapat diketahul, Uji hipotesis dengan
menggunakan cara ujl Mann-Whitney.

Untuk menjawab Isu penelitian 2, data sekunder diambil secara keseluruhan, yaitu dengan
mengumpulkan dan menganalisis data berupa aturan dan prakiik yang berhubungan dengan SIKD
modemn. Data sekunder yang dimaksud terdiri dan (a) pustaka-pustaka relevan berkaitan dengan
taori tentang SIKD modern; (b) pustaka-pustaka relevan yang mermbahas teori-teori tentang sikap dan
perilaku berkaitan dengan hubungan kausalitas komitmen dan penggunaan aparat pemda terhadap
aturan Otda, khususnya aturan tentang SIKD; (c) aturan-aturan lama tentang SIKD, baik aturan dari
pusat maupun dari local; (d) SIKD yang sedang berjalan dan berlaku yang digunakan dalam praktik
kerja sehari-hari; dan (g) Aturan-aturan baru tentang SIKD, balk aturan dari pusat maupun dari lokal,
Data sekunder ini diperoleh melalul perpustakaan dan wawancara, observasi, dan pengkopian dokumen
kepada sumber data sekunder tersebut, yaitu ke be rhagal pihak, khususnya pemda yang berkepentingan
terhadap SIKD. Karena ada dua sifat data, primer dan sekunder, data diolah dengan dua cara, atas
dasar kaldah-kaidah yang ada dalam limu statistik bagi data primer dan pengolahan dengan cara-cara
penafsiran bagi data sekunder.

E. Hasil Penelitian, Pembahasan dan Kesimpulan

Ada dua isu penelitian yang bersifat berbeda, yaitu isu penelitian akademis dan Isu penelitian
praktis. Atas dasar ini, hasil penelitian pun bersifat berbeda pula, yaitu hasil penelitian yang bersitat
akademis dan hasil penelitian yang bersilat praklis. Semua hasll penelitian didasarkan pada survei
di kabupaten Indragirl Hilir selama tahun 2003 Masing-masing hasil penelitian dijelaskan sepertl
berikut.

Hasil penelitian akademis terkalt dengan Isu penelitian 1 dan isu penelitian 3, dan rumusan
hipotesis di atas. Ada tiga hal yang dijelaskan menyangkut hasil penelitian akademis, yaitu (1) profil
demografl responden, (2) statistik deskriptif, dan (3) pengujian hipotesis. Tabel 1 berikut
menggambarkan profil demografi responden. Dari tabel 1, tersebut dapat diperoleh gambaran mengena
profil responden dari berbagal sudut pandang, meliputi (a) lima kelompok unit kerja di kabupaten
Indragiri Hillr, (b) Jenis kelamin, (c) umnur, (d) pendidikan, dan (g) pengalaman kerja. Tabel 2 berikut
menunujukkan deskripsl tingkat komitmen dan penggunaan aparat pemda terhadap aturan Otda,
khususnya tentang SIKD, dan uji beda. Rata-rata tingkat komitmen dan penggunaan tertinggi, baik
sebelum maupun sesudah kegiatan sosialisasl dan pendampingan teknis, ada di sekretariat, Sebaliknya,
rata-rata tingkat komitmen dan penggunaan terendah, baik sebelum maupun sesudah kegiatan
spsialisast dan pendampingan teknis, ada di kecamatan.
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Tabel 1. Profil Responden

Badan Dinas Kantor Kecamat Sekret, TOTAL
Jumlah F 20 5 17 p a1
Responden 26 82 17 69 13 207
Laki-laki 18 &2 13 a1 B 152
Parempuan 8 20 4 18 5 55
| Umur=35- < 40 4 H 3 g 6§ 33
Umur = 40 - < &5 9 24 7 18 4 62
Urmur = 45 - < 50 i 28 L 23 g 65
Umur = 50 - < &5 6 19 3 19 0 47
Berpendidikan, D3 ] 22 3 27 2 B4
EBerpendidikan 51 15 53 1 42 7 128
Berpendidikan 52 3 i 1 0 4 15
Lama Kerja = 15- < 20 G 10 3] B i} 38
Lama Kerja = 20- < 25 18 58 10 56 5 148
| Lama Kerja =25- <30 2 13 1 9 1] 21
Baik umur maupun lama kerja, satuan di atas adalah dalam tahun
Tabel 2. Statistik Deskripsi dan Uji Beda
Badan Dinas Kantor Kecamat Sekref. TOTAL
Jumlah & 20 5 17 2 51
Respondan 26 g2 7 59 13 207
Sebelum Treatmen! (Soslalisas! dan Pendampingan Teknis)
Tingkat Komitmen 841 2,605 a62 2,066 535 6,709
Tingkat Penggunaan 1,347 4,084 825 2,153 730 4,145
Rata? Tingkat Komitmen 241 s 2.20 2.00 274 216
Rala? Tingkat Penggunaan 2.8 277 270 1.3 3,12 2.46
Sesydah Trealment (Sostalisasi dan Pendampingan Teknis)
Tingkat Komitmen 1,704 5,277 1,076 4,026 983 13,066
| Tingkat Penggunaan 2,265 7,026 1,432 5077 1,165 17,465
Rata® Tingkat Komliman 4.37 4.29 4.22 3.89 5.04 4,21
Rata? Tingkat Penggunaan 4.84 4,76 4 68 4.44 4.95 4469
Ujl Beda
2.698*** | 2.948*** | 2.896 *** [ 2573*** | 3.726°** 2.916%*=
Tioghat Komitmen' | o o6a) 0003) | (0.003) | 0004 |(©o00) | (0.00g)
- 2687+ | BTG 2Ty pqgeas | ggqeen| go7aeee
Ingkat Pengaunazn (0,004} {0.004) (0.004) (0.000) (0.005) (0.002)

* Slgnifikan pada p < 0,1; ** Slgnifikan pada p=0,05 *** Signifikan padap < 0.01
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Uji statistik tabel 2 menunjukkan dan menyimpulkan bahwa Ho yang menyatakan tidak ada
perbedaan tingkat komitmen dan penggunaan aturan Otda, khususnya aturan tentang SIKD sebelum
dan sesudah dan panyampalan rancangan SIKD baru, balk di tingkat seluruh kabupaten maupun di
masing-masing unit kerja ditolak, Interpretasi dari hasil ujl statistik ini adalah bahwa upaya penaliti
mensosialisasi dan memberikan bimbingan teknis tentang rekonstruksi rancangan SIKD baru adalah
berhasil. Ada perubahan secara signifikan mengenal pemahaman, persepsi, dan penggunaan aparat
pemda terhadap aturan Otda, khususnya aturan tentang SIKD,

Berkaitan dengan hasil penelilian praktis dapat dijelaskan berikut. Hasil penefitian yang
disampaikan dalam paparan Ini, hanya pokok-pokoknya saja. Hasil penelitian prakdis lebih rinci disajikan
dalam penyalian makalah, namun tidak disampaikan dalam paparan ini, mengingat keterbatasan tempat.

Secara garis besar hasll penelitian praktis yang disampalkan dalam format pokok-pokoknya
saja yang dibagi ke dalam 3 baglan, yaltu (3) bagian penyusunan dan penetapan APBO, (b) bagian
pelaksanaan APBD, dan (c) pertanggungjawaban APBD (sebagal bagian dari laporan pertanggung-
|awaban kepala daerah),

SIKD BARU

SIKD LAMA

Basis aturan : UL 22 dan 25 / 99, PP 105 hingga
110/ 2000, dan aturan lainnya.

Basis aturan ; UU 5/74, PP 5 dan 6/ 75.

Penyusunan dan Penetapan APBD

Struktur APBO ; Pendapatan, Belana, dan
Pambiayaan,
Hanya mencakup dana desentralisasi.

Asas angparan defisit.

Pos pembiayaan terdir dari penerimaan daerah dan
pengeluaran daerah.

Pendapatan berasal darl pemerintah atasan berupa
dana perimbangan yang terdiri dari bagi hasil pajak
dan bukan pajak, dana alokasi umum, dan dana
alokas| khusus.

Sisa perhitungan anggaran tahun lalu dan
penerimaan pinjaman diperakukan sebagal
pemblayaan berupa penerimaan daerah.

Pembayaran pinjaman diperlakukan sebagal
pembiayaan berupa pengeluaran daerah.

Pendapatan dan Belanja.
Meliputi dana desentralisasi,
dekonsentrasi, dan fugas pembantuan.

Asas angparan barimbang dan dinamis.
Tidak ada pos pembiayaan.

Pendapatan berasal dari pemerintah
atasan berupa subsidl, bantuan, dan
ganjaran,

Sisa perhitungan anggaran tahun lalu dan
penerimaan pinjaman diperlakukan
sebagal pendapatan daerah,

Pembayaran pinjaman diperakukan
sebagal belanja daerah.
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Belanja daerah terdirl dari belanja administrasi
umum, belanja operasi dan pemaliharaan, belanja
modal, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, dan
belan|a idak tersangka,

Proses penyusunan anggaran daerah meliputi; (a)
penyusunan arah dan kebijakan umum APBD, (b)
penyusunan sirategi dan prioritas APBD, (c)
penyusunan usulan program, kegiatan, dan anggaran
satuan kerja, (d) penyusunan rancangan APBD,

Partisipasi masyarakat ditingkatkan melalui
pengembangan instrument penjaringan aspiras
masyarakat,

DPRD berperan dan terlibat dalam perumusan
kebijakan anggaran.

Penyusunan APBD menggunakan pendekatan kinerja
yang berorientasi pada keluaran dan hasil.

Prases penyusunan lebih terintegrasi,

Dokumen penyusunan anggran unit kerja
menggunakan rencana anggaran satuan kerja (RASK)
dilampiri lembar kerja

Penetapan APBD: (a) rancangan perda APBD beserta
lampirannya disampaikan kepala daerah kepada
DPRD untuk dimintakan persetujuannya; (b)
rancangan APBD yang tefah disetujul oleh DPRD
disankan oleh kepala daerah menjadi perda APBD;
(c) perda APBD ditindak lanjuti dengan keputusan
kepala daerah tentang penjabaran APBD; dan {d)
berdasarkan perda APBD kepala daerah menstapkan
rencana anggaran satuan kerja menjadi dokumen
anggaran satuan kerja.

APBD disahkan oleh kepala daerah berdasarkan
persetujuan DPRD

Rencana anggaran satuan kerja (RASK) ditetapkan
menjadi dokumen anggaran satuan kerja (DASK)

Belanja daerah terdirl dari belanja rutin
dan belanja pembangunan,

Tidak Jelas,

Kurang partisipatif dan aspiratif.

Kurang melibatkan peran DPRD.

Penyusunan APBD menggunakan
pendekatan line ftem dan incrementalism
yang berorientasl pada input.

Proses penyusunan terfragmentasi.

Ookumen penyusuan anggaran unit kerja
menggunakan DUKDA-DUPDA, dilampiri
lembaran kerja.

Tidak Jelas.

APBD disahkan oleh qubenur/mendagri

DUKDA-DUPDA ditetapkan menjadi
DIKD-DIPDA
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Pelaksanaan APBD

Bendahara Umum Daerah (BUD) Kantor Kas Daerah
Satuan Pemagang Kas Bendaharawan Proyek & Rutin
Pamegang Barang Bendaharawan Barang
Pembukuan Berpasangan (Akuntansi) Pembukuan Tunggal
Pemegang Kas Daerah di Bank BPD
dihapus
Pelaporan APBD

Laporan Realisasi APBD, Nota APBD, Neraca, dan Laporan Reallsasi APBD, dan Nota APBD
Laporan Aliran Kas

Dart hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan hal-hal berikut. Pertama, dengan
melakukan traatment tertentu, penalitian inl menun|ukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara
tingkat komitmen dan penggunaan aturan Otda, khususnya aturan tentang SIKD sebelum dan sesudah
dilakukan sosialisasi dan pendampingan teknis. Kedua, rumusan rancangan SIKD baru sangat jauh
berbeda dibanding dengan SIKD lama (MAKUDA}. SIKD baru hanya mendasarkan pada satu dimensi
saja, sedang rancangan SIKD baru mendasarkan pada berbagal dimensi yang diprediksi berpengaruh
besar terhadap efisiens] dan efektifitas berjalannya SIKD.
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